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Pemprov Kalsel, Tabalong dan Banjarmasin Nihil Realisasikan Penyaluran DAK 

Fisik 2022 

 

  
Sumber gambar: 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/05/pemprov-kalsel-tabalong-dan-banjarmasin-

nihil-realisasikan-penyaluran-dak-fisik-2022 

 

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2022 pada 

14 pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan masih sangat rendah, rata-rata 9,50 

persen sampai 1 Juli 2022.  

Berdasar data BPKP Perwakilan Kalsel rata-rata hanya 9,50 persen hingga 1 Juli 

2022. Bahkan, menurut BPKP Kalsel ada tiga daerah yakni Pemprov Kalimantan Selatan, 

Pemkab Tabalong dan Pemkot Banjarmasin justru nihil realisasinya. 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, dalam 

surat atensi yang disampaikan ke gubernur, para wali kota dan bupati. 

"Ada beberapa DAK fisik yang belum direalisasikan penyalurannya di Pemprov 

Kalsel, yakni pada Sub Bidang SMA, SMK, SLB, SKB , DAK pada Sub Bidang 

Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit dan DAK pada Sub Bidang Tematik 

Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, 

Perikanan dan Hewan," rincinya. 

Menurut Rudy, pihaknya telah menyampaikan atensi kepada seluruh kepala daerah di 

wilayah Kalsel untuk mempercepat realisasi penyaluran DAK fisik. 

Ditambahkannya, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan harus segera 

mengambil langkah percepatan penyerapan DAK fisik. 
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 “Segera sampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar dan 

pantau dengan ketat realisasi fisik dan keuangan," tegasnya. 

Kemudian, Rudy juga menegaskan, DAK fisik tidak akan disalurkan kepada kepala 

daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan 

atau melampaui batas waktu. 

Jika tidak disalurkan, katanya, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan 

atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik akan menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah. 

Sedangkan BPKP Kalsel, katanya, akan terus memastikan pemda proaktif melakukan 

pemantauan dan penyerapan atas DAK fisik. 

 "Ini satu langkah strategis untuk memacu perekonomian di wilayah Kalimantan 

Selatan," tutup Rudy. 

 

Sumber berita: 

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/05/pemprov-kalsel-tabalong-dan-

banjarmasin-nihil-realisasikan-penyaluran-dak-fisik-2022, 05 Juli 2022.  

2. https://jejakrekam.com/2022/07/08/serapan-dak-fisik-2022-nihil-bpkp-warning-

pemprov-kalsel-pemkab-tabalong-dan-pemkot-banjarmasin/, 08 Juli 2022. 

 

Catatan: 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 

Fisik 

 Pasal 2 

Ayat (1) 

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: 

a. DAK Fisik Reguler; 

b. DAK Fisik Penugasan; dan 

c. DAK Fisik Afirmasi. 

 

Ayat (2) 

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan dan keluarga berencana; 

c. Perumahan dan pemukiman; 
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d. Pertanian; 

e. Kelautan dan perikanan; 

f. Industri kecil dan menengah; 

g. Pariwisata; 

h. Jalan; 

i. Irigasi; 

j. Air minum; 

k. Sanitasi; 

l. Pasar; 

m. Energi skala kecil; 

n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan 

o. Transportasi. 

 


